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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 14
Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, dihadapan Pegawai Pencatatan

Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

0559/027/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020;
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2, Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN
BANTUL;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai anak
yang bernama XXXXXX, Lahir Di Bantul, 30 Januari 2022;
4, Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon
dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei
2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut
terjadi karena:

a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Suami;

b. Orang Tua Termohon terlalu ikut campur terhadap rumah

tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan September 2021 pisah rumah, yakni
Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah
berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 9 (Sembilan) bulan dan
selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan
rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon,
akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga telah
berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat
diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan
kesengsaraan lahir dan batin;
9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bantul cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2, Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang

Pengadilan Agama Bantul;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
Maulina Nuril lzzati, S.Sy., M.Sos tanggal 05 Juli 2023, ternyata mediasi
berhasil sebagian dengan kesepakatan terkait lddah selama 3 (tiga) bulan
sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak Xxxxxx sebesar
Rp1.000.000.00 perbulan yang tertuang dalam bentuk kesepakatan
perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon,Termohon mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan
Termohon kurang menghargai Pemohon karena memiliki Wanita Idaman Lain
(WIL);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonan;
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Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor
3402111002990001 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXX.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
xxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor 0559/027/X/2020 Tanggal 10
Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak
bulan Mei tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai
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Pemohon, Pemohon merasa sakit hati dengan ucapan kasar
Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September tahun 2021
sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah Pemohon

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2021 yang mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman
bersama sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan
sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon
tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihnan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai
Pemohon, orangtua Termohon ikut campur urusan rumah tangga

Pemohon;
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- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Pemohon dengan penambahan kesanggupan Pemohon untuk memberi mut'ah
kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemohon
dan Termohon telah sepakat menyerahkan hak pengasuhan anak kepada
Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada jawaban, tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menerima
kesanggupan mut’ah Pemohon dan terkait hak asuh anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk
bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi
absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang
berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
Upaya Damai

Upaya Damai
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak,
Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim
telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian
melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan
mediator Maulina Nuril 1zzati, S.Sy., M.Sos mediator Hakim di Pengadilan
Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 05 Juli 2023
para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, terkait lddah
selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan nafkah
anak Xxxxxx sebesar Rp1.000.000.00 perbulan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon
mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun
2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan sejak bulan September tahun 2021 Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara
lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon
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memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon tidak keberatan bercerai
dengan Pemohon;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165
HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;
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Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan
Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan keterangan yang menjelaskan sejak bulan Mei tahun 2021 rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon
kurang menghargai Pemohon, orangtua Termohon ikut campur urusan rumah
tangga Pemohon yang mengakibatkan sejak bulan September tahun 2021
Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang,
sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon
dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil — dalil permohonan Pemohon yang
kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti — bukti yang
diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta — fakta
persidangan sebagai berikut:

e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

sah;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah Pemohon;
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e Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis

telah dikaruniai seorang anak ;

. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Termohon kurang menghargai Pemohon, orangtua Termohon ikut

campur urusan rumah tangga Pemohon;

o Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak

bulan September tahun 2021 sampai sekarang dan selama itu pula

keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak

keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk

rukun kembali membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan

Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama serumah, hingga membuktikan sudah hilangnya rasa cinta kasih
Termohon. Demikian pula sikap Termohon terhadap Pemohon membiarkan
dirinya hidup dalam kesendirian tergambar dari terjadinya perpisahan tempat
tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga saat, sehingga dapat
memberi petunjuk bahwa Termohon juga telah nyaman dengan kesendiriannya
dibandingkan dengan bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya dalil
Pemohon tentang adanya kemelut, perselisihan dan pertengkaran dengan
Termohon telah diperkuat dengan kesaksian para saksi Pemohon, maka
terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang terbukti dan harus
dinyatakan diterima;

Pertimbangan tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum
tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi
rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan
keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim
berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak
harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah figih yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

tdl—asll wl> e pafio aawl —_9all s,
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqgarah ayat 227, yang berbunyi :

-

L LA R,

-

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai
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peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin
adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk
mempertahankannya, sementara dalam perkara a quo Pemohon sudah tidak
sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasehat baik dari Majelis Hakim
maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini
menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada lagi, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan
mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan
tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat
tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka unsur pertama dari
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak
keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada sikapnya untuk
bercerali, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Trmohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit
didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk
rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua dari Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar
perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu
mitsaagan ghaliidzan, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih
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dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan
kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya
perkawinan itu sendiri, karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa
dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut
dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-
cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik
bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29
Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon
terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali
sebagaimana layaknya suami isteri, gugoleh karenanya permohonan Pemohon
patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang
diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut
terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan
Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan
ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang
akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini
sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;
Iddah

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan damai sebagian dalam

mediasi antara Pemohon dan Termohon terkait lddah selama 3 (tiga) bulan
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sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim tidak
perlu mempertimbangkan lagi;
Mut’ah

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan
sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dan Termohon menyatakan menerimanya, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus
karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak
kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri
tersebut qobla dukhul .Hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Az.Zuhaili
dalam kitabnya Figh Al Islami wa adilatuhu halaman 320, pendapat tersebut
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:
Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan
akibat cerai talak,dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai
suami istri, jika talak itu bukan talak ba’in kubro yang disesuaikan dengan
kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan
para saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan di Rocket Chicken, maka
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dihukum
untuk memberi mut’ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 105 huruf a yaitu dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak
yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka
anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadhanah Termohon selaku
ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menetapkan hak
asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau
kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan

intelektual serta emosionalnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan
Termohon belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan saat ini anak
tersebut diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dalam kondisi yang baik
dan sehat;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat anak diasuh
oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar
Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah atas
anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi
akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu
dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan
bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak
hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap
pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon
suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal
tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan
pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Nafkah anak

Menimbang bahwa telah pula disepakati dalam mediasi nafkah anak
Xxxxxx sebesar Rp1.000.000.00 setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan
kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa untuk menjaga agar anak nafkah anak tersebut
tidak defisit akibat merosotnya nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya
uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi),
Majelis Hakim secara ex-officio memandang perlu untuk menaikan nominal
nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
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maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2, Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk mengikrarkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan
Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon,

berupa:

3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah);
3.2 Mut’'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang harus dibayarkan Pemohon sebelum mengikrarkan Talak di

hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4, Menetapkan anak bernama Xxxxxx, Lahir Di Bantul, 30 Januari

2022 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Termohon selaku ibu
kandungnya dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada
Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap
anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dan
Termohon yang bernama Xxxxxx (laki-laki), Lahir Di Bantul, 30 Januari
2022 melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 % setiap
tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun
di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.
sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.l. dan Maulina Nuril Izzati,
S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Sitatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Umar Farug, S.Ag., M.S.1. Mubh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.1.
Hakim Anggota

Maulina Nuril 1zzati, S.Sy., M.Sos
Panitera Pengganti

Sitatun, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30000.00
b. Panggilan Pertama : Rp. 20000.00
C. Redaksi : Rp. 10000.00
2. Biaya Proses : Rp. 75000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 250000.00
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4. Meterai : Rp. 10000.00
Jumlah Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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